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RINGKASAN

Miftakhurrokhmah Apriliah, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Maret 2017, PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) DENGAN
ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan MA Nomor
385 K/AG/2009), Warkum Sumitro, S.H., M.H., Erfaniah Zuhriah, M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat Pembatalan Perkawinan (Fasakh) dengan
Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif di Indonesia(Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009). Pilihan judul
tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan
perkawinan di masa sekarang ini yang sedang marak terjadi adalah kasus poligami
Illegal / poligami tanpa adanya izin isteri maupun dari pengadilan. Padahal untuk
masalah poligami tersebut telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan dalam
masyarakat masih seringkali menjumpai pelaksanaan poligami tidak sesuai yang
diharapkan, khususnya dalam memperoleh izin dari isteri pertama, bagi pelaku
poligami berdalih bahwa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang juga
melakukan poligami. Menurut hukum positif di Indonesia bagi suami yang akan
melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan termasuk izin isteri di
dalamnya. Poligami yang dilakukan tanpa izin ini tentunya akan mengakibatkan
kerugian bagi pihak yang berkepentingan, terutama isteri sah dari perkawinan
sebelumnya. Untuk itu isteri sahnya diberi hak mengajukan pembatalan
perkawinan di Pengadilan Agama. Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai
masalah poligami dan pembatalan perkawinan dalam hukum islam maupun
hukum positif di Indonesia, maka penulis menganalisis dan meninjau dari kedua
sistem hukum tersebut agar jelas kaitannya satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1)
Bagaimana pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin
ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia? (2)
Bagaimana analisis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dari
Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 dibandingkan dengan putusan pada
peradilan tingkat sebelumnya yaitu putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA dan
putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby  tentang pembatalan perkawinan
(fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam
dan hukum positif di Indonesia?.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus
(case approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis
akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi/ penafsiran
sistematis. Analisis data yang digunakan untuk menyusun secara sistematis data
yang telah diperoleh.



Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa menurut hukum islam/figh klasik, menganggap
poligami tanpa izin tersebut tidak menjadi alasan fasakh. Menurut hukum islam/
figh kontemporer ini, apabila ada poligami tanpa izin dari isteri maka poligami
tersebut dapat di-fasakhmelalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan
alasan-alasan lainnya.Hukum positif di Indonesia mengatur secara jelas didalam
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami
tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.
Memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau
fasakh dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum islam/ figh dengan hukum
positif khususnya dengan hukum islam/ figh klasik, namun hal tersebut tidak
bertentangan. Karena pada prinsipnya kedua hukum tersebut tetap sama dan
selaras, karena hukum positif masih berpegang pada hukum islam dan juga
merupakan adopsi dari hukum islam khususnya figh kontemporer. Analisis
putusan nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA, nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby and
putusan MA 385K/ AG/2009 menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Namun
pada intinya menurut penulis, permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus
tersebut seharusnya ditolak.



SUMMARY

Miftakhurrohmah Apriliah, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya,
Maret 2017, CANCELLATION OF MARRIAGE (FASAKH) WITH REASON
OF POLYGAMYWITHOUT LICENCEOBSERVERB FROM ISLAMIC LAW
AND POSSITIVE LAW IN INDONESIA (Study of MA Verdict number 385
K/AG/2009), Warkum Sumitro, S.H., M.H., Erfaniah Zuhriah, M.H.

In this thesis, the writer investigates The Cancellation of Marriage (Fasakh) With
Reason of Polygamy without Licence Observers from Islamic Law and Positive
Law in Indonesia (study of MA Verdict number 385 K/Ag/2009). The title chosen
motivated by various problems appear relates with the marriage this day which is
gaudy happened is polygamy without wife or judges licence (illegal). Whereas
polygamy have been arranged Undang-Undang of 1974 about Marriage and
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Actuality the illegal polygamy is still finding in
the society, especially is in getting the approval from the first wife, for the
polygamy perpetrator act like they follow the Prophet Muhammad who done the
polygamy too. Based on the positive law in Indonesia for the husband who will do
the polygamy must have the licence from the law court including the wife inside.
The polygamy which is done without licencel will cause a loss for considering
important sides, especially the legal wife from the proceeding marriage. The legal
wife is given the authority in offering the marriage cancellation in the Court
Religion. Noticing the reasons above, in order to avoid misunderstanding about
polygamy and polygamy cancellation in islamic law or positive law in Indonesia,
so the writer analyzes and observes from both of those law systems to make it
clear.

Based on the thing above, the writer provides the problems: (1) how the marriage
cancellation (fasakh) with reason of polygamy without licence viewed from the
islamic law and positive law in Indonesia perspective? (2) how the analysis and
the basis of adjudicator consideration and the law result or consequence from the
MA Verdict number 385 K/AG/2009 compared with the decision on the court
level before that is the verdict number 0850/Pdt.G/2008/PA.TA and the verdict
number 221/Pdt.G/2008/PTA. Sby about marriage cancellation (fasakh) with the
reason of polygamy without licence viewed from islamic law and positive law in
Indonesia perspective?

And the thesis used juridical normative, statue approach, case approach. The law
primary, secondary, tertiary obtained by the writer will be analyzed by using
interpretation analysis technique/systematic interpreting. Data analysis used to
arrange the obtained data systematically.

From the research results to the above method, the writer obtain answers to
existing problems that according to Islamic law / classical figh, considers
polygamy without such permission will not be the reason fasakh. According to
Islamic law / contemporary figh is, if there is polygamy without the consent of the
wife or the judge then polygamy can be fasakh of course taking into account other



reasons. The positive law in Indonesia set out clear in the Marriage Act and
Islamic Law Compilation about polygamy without permission from the Religious
Court can be a reason for the cancellation of the marriage. Indeed, there are
different arrangements regarding the annulment of marriage or polygamy fasakh
the grounds without permission in Islamic law / jurisprudence with particular
positive law with Islamic law / classical figh, but it is not prohibited. Because, in
principle, both the law remains the same and harmony, because the positive law
still adhering to Islamic law and also the adoption of Islamic law in particular
contemporary  figh.Analyzing from the verdict case number
0850/Pdt.G/2008/PA.TA, Verdict case number 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby and MA
verdict number 385K/ AG/2009 produces a different of verdict. But, according to
the writer, the application of marriage cancellation is suppose to be rejected.



